HUKUM PENGANGKUTAN DARAT


TATAP MUKA KULIAH XIII
Hukum Pengangkutan darat dibagi dalam dua bidang

1. Pengangkutan dengan Kereta Api, (UU No. 13/1992 Tentang Perkeretaapian Jo. PP No.81/1998 Tentang Angkutan Kereta Api)

2. Pengangkutan dengan kendaraan bermotor (UU No.14/1992 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Jo. PP No.41/1993 tentang Angkutan Jalan)

PENGANGKUTAN DENGAN KERETA API

· Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lain, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel (pasal 1(1) UU Perkeretaapian/UUKA). Menurut kegunaannya ketera api dibagi 2 yaitu kereta api penumpang dan kereta api barang.

· Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian pebuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik

· Untuk terjadinya pengangkutan dengan kereta api diadakan terlebih dahulu perjanjian pengangkutan, yang secara tertulis dibuktikan dengan karcis penumpang  untuk pengangkutan orang dan surat angkut  untuk angkutan barang.

· Penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang dan atau barang dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan umum pasal 25 UUKA, yaitu dengan pembayaran biaya angkut yang ditetapkan dan pengangkut menyerahkan dokumen angkutan berupa karcis atau surat angkut kepada pengirim/penumpang. 

· Pengangkut atau penyelenggara angkutan kereta api menurut pasal 6(1) UUKA adalah pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada bandan penyelenggara yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI)

· Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang dan atau barang dengan selamat serta menerbitkan dokumen angkut, sebagai imbalan pengangkut memperoleh haknya berupa biaya angkutan.

· Tanggung jawab pengangkut menurut pasal 31 UUKA dimulai sejak diangkutnya penumpang dan atau diterimanya barang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan angkutan kereta api, tanggung jawab tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan, dibuktikan dengan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh pengangkut. Untuk membagi resiko demikian maka kepada pengangkut diwajibkan ole UU untuk mengasuransikan tanggung jawabnya.

· Pengangkut dapat menentukan dalam perjanjian pengangkutan bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diinformasikan secara tidak benar kepada pengangkut untuk diangkut.

· Wewenang pengangkut menurut pasal 29 UUKA yaitu:

a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat syarat umum pengangkutan.

b. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran terhadap syarat syarat umum angkutan berupa pengenaan denda atau menurunkan penumpang atau barang di stasiun terdekat, melaporkan kepada pihak berwajib dsb.

c. Membatalkan perjalanan apabila dianggap dapat membahayakan ketertiban dan kepentingan umum.

· Selama proses pengangkutan Pengangkut wajib melakukan penjagaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap penumpang dan atau barang yang diangkut. Apabila lalai, menurut pasal 28 UUKA, maka pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, kecuali dapat dibuktikan kerugian itu disebabkan :

1. Peristiwa yang tidak dapat diduga terlebih dahulu.

2. Cacat barang tersebut

3. Kesalahan pengirim/expeditur.

· Menurut pasal 18 PP No.81/98, pengangkutan orang dengan kereta api terdiri dari pelayanan ekonomi dan non ekonomi yang dilayani dengan :

1. Kereta api penumpang berjadwal, artinya diselenggarakan dengan jadwal tetap dan teratur.

2. Kereta api penumpang tidak berjadwal.

· Pasal 22 PP No.81/98 juga membagi pengangkutan barang dengan kereta api barang berjadwal dan kereta api barang tidak berjadwal. Angkutan barang terdiri dari:

1. Barang Umum yang diklasifikasikan atas barang aneka, barang curah, barang cair, hewan, tumbuhan peti kemas dsb.(pasal 22(3) & 23 PP No.81/98)

2. Barang Khusus, yang diklasifikasikan barang yang memerlukan fasilitas pendingin atau fasilitas tambahan(alat berat) (pasal 22(3) & 23 PP No.81/98)

3. Barang berbahaya, dikalsifikasikan barang yang mudah meledak, gas, radioaktif dsb (pasal 22(3) & 25 PP No.81/98

